
MENTERI KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SALINAN 
PLRA'rl lI<.AN MENI'ERI KElJANGAN REPIIBLIK INDONESIA 

NOMOR 71/PMK. 0212005 

PEI'Uh'Jlr K PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENGADAAN 
BARANGIJASA I-IIBAH PEMERINI'AH JEPANG YANG BERSLIMBER DARI 

n i 0 4 '  PROJECT TYPE (;RAiVTAID 2004 UNTUK P R O G M M  PERBAIKAN KERL~SAKAY 
YANG llISEBABK!\N OLEH BENCANA ALAM GEMPA BUM1 DAN TSUNAMI 

111 PIIOVINSI NANGtiKOE ACEH DARUSSALAM DAN PROVINSl SUMATERA UTARA 

h,IIiN.I'I,RI KEUANGAN REPUBLK INDONESIA, 

klenilnhang : a. buliwa Pemerintah Jepang telah menibr.l.ikan banti~an liibah niclalui skcma 
.\'otl l ) t . ( ? ; ~ ~ ~ . i  7>/1e Gt~rt71 Aid 200-1 dalan~ rangka program perhaikan 
kcrusaka~i  yanp disebabkan ole11 bencana alam gempa bumi dan tsunami 
di I'rovinsi Nanggroe Aceh Darussalam d m  Provinsi Sumatera Utara; 

b. bahwa program kegiatan yang bersurnber dari dana hibah Non Projecr 
Type Granr Aid 2004 perlu dilaksanakan melalui mekanisme Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan dilaksanakan secara bertanggung 
jawab; 

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dirnaksud dalam huruf a 
dan b, perlu rnenetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Penyaluran dan Pengadaan BarangIJasa Hibah Pemerintah 
Jepang yang bersumber dari Non Projecr Type Granr Aid 2004 untuk 
Program Perbaikan Kerusakan yang disebabkan oleh Bencana Alam 
Gempa Burni dan Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan 
Provinsi Sumatera Utara; 

Mengingat : I. Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lernbaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lc~iibaran Negara Republik Indonesia Nolnor 4286); 

2. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan PengeIolaa~~ 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran Negara RepubIik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 
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4. Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 4442); 

5 .  I'eraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 2 Tahun 2005 
tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehid~lpan 
blasyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias 
Provinsi Surnatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nornor 35, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4492); 

6 .  I'eraturan Pemerintah Nornor 2 1 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana 
Kerja dan Anggaran Kementerian NegaraILernbaga (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lernbaran Negara 
Rcp~~blik Indonesia Nomor 4406); 

7. Kcputusa~~ Presiden Nolnor 42 7'ahun 2002 tentang Pedornan Pelaksanaan 
A~lggnrnn I'cndapa~an dan Uelanja Negara (1,cmbnran Negara Republik 
Indonesia Yonlor 73 Tal~un 2002, Tamballan Lembaran Negara Republik 
Lndonesia Nomor 42 13), sebagairnana diubah dengan Keputusan Presiden 
Nonlor 72 Tahun 2004 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Nonlor 92 
Tnhun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 41 18); 

8. Keputusan Presiden Nomor 187fM Tahun 2004; 

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.06/2004 tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 
Anggaran 2005; 

Mernperhatikan : 1.  Exchange ofhrotes, antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah 
Jepang tanggal 17 Januari 2005; 

2. Banking Arrangement antara Departemen Keuangan Republik Indonesia 
dengan The Bank of Tokyo Mitsubishi, Ltd. tanggal 17 Januari 2005; 

3. Aget7r Agreement antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Japan 
International Cooperation System tanggal 17 Januari 2005; 

MEMUTUSKAN: 

h4enetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PE'rUNJUK 
PELAKSANMN PENYALURAN DAN PENGADAAN BARANGNASA 
HIBAH P E M E W T A H  JEPANG YANG BERSUMBER D A N  &Oh' 
PROJECT TYPE GRANT AID 2004 UNTUK PROGRAM PERBAIKAN 
KERUSAKAN YANG DISEBABKAN OLEH BENCANA ALAM GEMPA 
BUM1 DAN TSUNAMI DI PROVINSI NANGGROE ACEH 
DARUSSALAM DAN PROVINSI SUMATERA UTARA. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 

1. Hibah Non Project Type Grant Aid 2004, selanjutnya disebut NPTGA 
2004, adalah dana hibah yang dipergunakan untuk mernbiayai pengadaan 
barangjasa yang diperlukan untuk program perbaikan kerusakan yang 
disebabkan oleh bencana alarn gernpa burni dan tsunami di Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalarn dan Provinsi Sumatera Utara. 

2. Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan 
Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias 
P1.ovinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut Badan Pelaksana, adalah 
badan yang bertindak sebagai Exectiring Agerlcy dan ~nengkoordinasikan 
pcrigguna dana Ilibah KPTGA 2004. 

3. Pengguna Dana Hibah adalah Kementerian NegaraILembaga yang 
bertindak sebagai Implementing Agency. 

4. J~rputt /n~crnational C,.oopcration LYystem, selanjutnya disebi~t JICS, adalah 
badan yang bertindak sebagai Procziremc17t Agent untuk melaksanakan 
tender pengadaan barangljasa yang diperlukan bagi program perbaikan 
kcrusak'm yang disebabkan oleh bencana alarn gempa burni dan tsunami 
di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalarn dan Provinsi Surnatera Utara, 
yang ditentukan oleh Consultative Cornmillee. 

5. Dana Hibah adalah dana yang berdasarkan Exchange of Notes antara 
Pernerintah Republik Indonesia dan Pernerintah Jepang tanggal 17 Januari 
2005, telah ditarnpung dalam rekening Pemerintah Republik Indonesia di 
Bank of Tokyo Milsubishi, selanjutnya disebut BOTM, dengan Nomor 
Rekening: 3088688. 

6. Agent ' s h e  adalahfee sebagaimana diatur dalam Agenl Agreement antara 
Pemerintah Republik Indonesia dan JICS tanggal 17 Januari 2005. 

7. Commission and  Expenses (Banking Fee) adalah fee yang sebagairnana 
diatur dalarn Banking Arrangement antara Departernen Keuangan 
Republik Indonesia dan BOTM tanggal 17 Januari 2005, rnenjadi beban 
Pemerintah Republik Indonesia. 

8. Transaksi adalah seluruh transaksi dalam bentuk pembayaran langsung 
rnelalui rekening Pernerintah Republik Indonesia Nornor: 3088688 di 
BOTM di Jepang. 

9. Consultative Commitlee adalah komite yang beranggotakan wakil-wakil 
dari Badan Pelaksana, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 
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Departemen Keuangan, Kernenterian NegaraILembaga dan Kedutaan 
Besar Jepang. 

BAB I1 

MEKANISME PEMANFAATAN DAN PENCAIRAN DANA HIBAH 

Pemanfaatan dana hibah sesuai Lampiran I dilakukan mengikuti mekanisrne 
sebagai berikut: 

I. Pengguna Dana Hibah menyampaikan usulan program dan 
penganggarannya kepada Consultative Commirlee. 

2. I lasil pen~bahasan usulan program don penganggal-annya scbaga~mann 
dirnaksud dalam butir I . ,  selanjutnya dituangkan dalarn dok11111e1: 
!l/emorot7dzrn7 or7 /he Respot7.r.ihle Minisrr:~. G'oodc/S'ervices ~ n d  ./ll/oc~7rior1 - 
of' Budgerjor Procurement of'Goods/Services regarding Programs under 
Jclpan's Nun Projecr Gratlt Aid 2004 for rhe Republic of Indonesia 
(Memorandum), yang ditandatangani oleh Bappenas c.q. Direktur 
Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Bapel, Departernen Keuangan cq. 
Direktur Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (I'PtlLN) serta 
JICS. Memorandum tersebut selanjutnya disanipaikan kepada Pengg~ina 
7).i113 I-libah. dan Lrpada Keduraan Bcsar .Icpong ~lntuk diminrnkrtn 
kc)n tinnasi. 

3. Kedutaan Besar Jepang memberikan konfirmasi secara tertulis kepada 
Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pelaksana atas persetujuan 
Pemerintah Jepang untuk penggunaan dana hibah. 

4. Setelah konfirmasi,tertulis dari Kedutaan Besar Jepang diberikan: 

a. Badan Pelaksana menyampaikan pemberitahuan kepada JICS untuk 
melakukan proses tender berkaitan dengan hibah tersebut; -/ 

b. Program kegiatan yang dituangkan dalam Memorandum tersebut 
dalam angka 2., dianggarkan dalam DIPA masing-masing 
Kementerian Negarakembaga sebagai pengguna dana hibah 
dirnaksud. / 

5. .Menindaklanjuti pemberitahuan Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud 
dalam angka 4 butir a,, JICS mengajukan aplikasi penarikan dana secara 
langsung kepada BOTM dan ditembuskan kepada Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan dan KPPN Khusus Banda Aceh, untuk keperluan alokasi 
pembayaran kepada supplier peinenang tender. 

6 .  Terhadap aplikasi penarikan dana dari JICS dimaksud, BOTM meminta 
konfirmasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mendapat persetujuan. 
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7. Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyarnpaikan persetujuan atas 
aplikasi penarikan dana dari JICS kepada BOTM, sekaligus rneminta 
BOTM untuk rnengirimkan Debet Advice kepada Direktorat PPHLN 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus Banda Aceh. Apabila dalam 
waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya aplikasi penarikan 
dana dari JICS, BOTM tidaldbelum rnenerima persetujuan dari Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan, maka BOTM dapat memindahkan dana 
sejumlah yang diajukan oleh JICS. 

8. Pernindahan dana oleh BOTM dari Rekening Pernerintah Republik 
Indonesia Nomor: 3088688 di BOTM dilakukan ke Rekening JICS di 
bank yang sama. 

9. Terhadap perlnintaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada BO1-M 
sc bagairnana dirnaksud dalarn angka 7: 

a BOTM rnenyampaikan Debet Advice kepada Direktorat PPHLN 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN Khusus Banda Aceh, 
berkenaan dengan pembayaran yang membebani Rekening Pemerintah 
Republik Indonesia Nornor: 3088688 di BOTM; 

b. Berdasarkan Debet Advice, KPPN Khusus Banda Aceh rnembuat Surat 
Perintah Membayar Pengesahan (SPM Pengesahan), disternpel 
"Dibuat sesuai dengan Debet Advice dari BOTM tanpgal ... nomor 
. . ." untuk dikirim kepada Badan Pelaksana sebagai bahan pembukuan. 

c. Berdasarkan SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud dalarn butir b.. 
~ P P N  Khusus Banda Aceh rnembuat Surat Perintah Pelicairan Dana - 
Y e n g e s a h a n k e p e r l u a n  pembukuan 
-pengeluaran dan penerimaan Rekening BUN Nomor: 501.000.00X dan 
dlsamoaikan keoada Bank Indonesia. 

10. Pelaksanaan tender untuk pengadaan barang dan jasa oleh JICS dilakukan 
setelah terjadinya pemindahan dana dari Rekening Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor: 3088688 di BOTM ke Rekening JICS di BOTM, dan 
dilaksanakan sesuai dengan list of eligible products and services 
sebagaimana tercantum da1an-i Exchange of Nores antara Pemerintah 
Republik Indonesia dan Pemerintah Jepang tanggal 17 Januari 2005. 

1 1. Setelah pemenang tender ditetapkan, JICS melakukan penandatanganan 
Purchase Contract dengan supplier serta menerbitkan Cerrijicate of 

n disampaikan kepada Pemerintah Jepang dengai 

12. Slrpplier menyerahkan barang dan memberikan jasa sesuai Purchase 
Contract kepada Kementerian NegaraILembaga. 

13. Setelah barang dan jasa diterirna, Kernenterian NegaraJLembaga menyampaikan 
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C'c.t-ri/icalr of Rrceipl kepada JICS sebagai dasar pembayaran kepada 
~lcpplier, dan tembusannya disampaikan kepada KPPN Khusus Banda Aceh. 

BAB Ill 

PAJAK DAN BEA MASUK 

Pasnl 3 

. Perlnkuan pcrpajakan dan kepabeanan atas perlgadaan barang 
dananyrl bersumber dari hibah NPTGA 2004 adalah sesuai 
perundang-undangan perpajakan dan kepabeanan yang berlaku. 

BAB IV 

AGENT FEE 

Pasal 4 

.4gcr11 '.s Fec ~i~encakup G~.(inr Athninisrruriot? /.-ec, Oftice /Woit71enunce F-ec 
dan l't-ocurct17ent Service Fee. 

Pasal 5 

(1) Untuk melaksanakan keseluruhan tender, JICS menerima Agent's Fee 
yang meliputi Grant Administration Fee dan Ofice Maintenance Fee 
dengan ketentuan rnenerbitkanform Notification of Paymenf yang dilampiri 
dengan fotokopi Certrficate of Eligible Procurement yang disarnpaikan 
kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan cq. KPPN Khusus Banda Aceh. 

(2) Jumlah pembayaran untuk Grant Administration Fee adalah sebesar 
JPY20,000,000.00 (dua puluh juta Yen Jepang) dan Ofjice Mainfenance 
Fee adalah sebes* JPY5,000,000.00. (lima juta Yen Jepang). 

(3) Untuk setiap kontrak yang telah dilakukan, JICS mendapatkan 
Procurement Service Fee sebesar nilai Procurement dikalikan 2% (dua 
persen), yang permintaan pembayarannya diajukan melalui KPPN 
Khusus Banda Aceh dengan melampirkan Purchase Contract dan 
Cert~j?cate of Eligible Procurement. 

BAB V 

MEKp?NISME PENCAIRAN DAN PENCATATAN DANA HIBAH 

(1) Untuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana hibah dalam 
Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mdca terhadap 
transaksi yang telah tejadi sebelum ditetapkannya peraturan ini 
dilakukan sesuai Lampiran I1 dengan mekanisme sebagai berikut: 
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/ a. Direktorat Jenderal Perbendaharaan menlinta kepada BOTM agar 
niengirimkan Deber Advice kepada Direktorat PPHLN dan KPPN 
Khusus Banda Aceh berkenaan dengan pembayaran yang membebani 
Rekening Pemerintah Indonesia Nomor: 3088688 di BOTM. 

J 
b. Atas dasar Debet Advice dimaksud, KPPN Khusus Banda Aceh 

membuat Surat Perintah Membayar Pengesahan (SPM Pengesahan), 
distempel "Dibuat seszrai dengan Debel Advice yang diterima dari 
BOTh! tanggal ... ... ... Nomor ... ... ... " untuk dikirim kepada Badan 
Pelaksana sebagai bahan pembukuan. 

J c. Atas dasar SPM Pengesahan sebagaimana dimaksud dalarn butir b., 
KPPN Khusus Banda Aceh membuat Surat Perintah Pencairan Dana 
Pengesahan (SP2D Pengesahan) untuk pembukuan pengeluaran dan 
penerimaan Rekening BUN Nomor: 501.000.00X. 

(2) Terhadap dana yang masih tersedia pada Rekening Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor: 3088688 di BOTM untuk keperluan pembayaran 
Proc,uretne~t Serrlice Fee kepada JICS dan pencatatan pada APBh. 
dilakukan sesuai Lampiran 111 sebagai berikut: 

a. JICS melaksanakan tender untuk pengadaan barangljasa sebesar pagu 
yang telah ditetapkan dalam Memorandum sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 2 angka 2. 

b. JICS memberitahukan hasil tender kepada Pemerintah Republik 
Indonesia cq. Consul(a(ive Commitlee. 

c. JICS menandatangani Purchase Contract dengan supplier serta 
menerbitkan Certificare of Eligible Procurement dan disampaikan 
kepada BOTM sekaligus mengajukan tagihan untuk pembayaran 
Procuremenr Service Fee, dengan tembusan disampaikan kepada 
KPPN Khusus Ban& Aceh. 

d. Atas dasar tagihan tersebut, KF'PN Khusus Banda Aceh 
memproses Withdrawal Application untuk disampaikan kepada 
BOTM. 

e. BOTM melakukan transfer dana sesuai Wifhdrawal Application dari 
Rekening Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 3088688 di BOTM 
ke rekening JICS di BOTM. 

f. BOTM mengirimkan Debet Advice kepada KPPN Khusus Banda 
Aceh. 

g.KPPN Khusus  Banda  Aceh m e m b u a t  SPM Pengesahan  
d a n  d isampaikan kepada  B a d a n  Pe laksana  untuk 
pernbukuan.  

h. KPPN Khusus Banda Aceh menerbitkan SP2D Pengesahan untuk 
pembukuan pengeluaran dan penerimaan Rekening BUN Nomor: 
50 1.000.00X. 
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BAB VI 

BA AIKING FEE 

Pasal 7 

Dari setiap transaksi pemindahbukuan dari Rekening Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor: 3088688 di BOTM ke JiCS's Procurement .4ccoun(, 
BOTM rnendapatkan pembayaran commission nlld Expenses sebagaimana 
diatur dalarn Dunking Arrangenzenf tanggal 17 Januari 2005. 

Pasal 8 

Alokasi pembayaran Banking Fee dibebankan pada APBN atas permintaan 
Direktorat PPHLN. 

BAB VII 

PELAPORAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 9 

( I )  Pengguna Dana Mibah menyampaikan Iaporan rekapitulasi real~sasi 
penggunaan barangljasa yang dibiayai dari hibah NPTG.4 2004 
seriap triwulan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan up. Direktorat 
lnfonnasi dan Akuntansi dan Badan Pelaksana. 

(2) Menterioemimpin LembagdKepala Badan Pelaksana melakukan 
pengawasan pelaksanaan hibah dimaksud sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 10 

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumurnan Peraturan 
Menteri Keuangw ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik 
Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 18 Agustus 2005 



LAMPIRAN I 
PEVTURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOK 71/PMK.0212005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PENYALURAN DAN PENGADAAN BARANGIJASA I4IUAIi 
PEMERINTAI~ JEl'ANG YANG RERSIJMBER DARI SON PIl<)Jf-(.l 
'TYPE GRANT A l l )  2004 UNTUK PIlO(;l<Ahl PERDAlKAN 
K E K L J S ~ K A N  Y A N O  L ) l S t 8 h U i ~ ~  O L E ~ I  BI~NCASA I . A M  
GEMPA BUM1 [)AN 'rSON,\MI Dl I'RO\'INSI N,\NCj(;llOl: :\(:I:I-I 
DARUS.SAI..AM DAN PINJ\'INSI SI;MATI:RA [:-r,\K,\ 

tAEPJTER1 KEUANGAN 
REPUBLIK INDONESIA 

MEKANISME PEMANFAATAN DANA HIBAH 
NON PROJECT TYPE GRANT AID 2004 

( CONSULTATIVE COMMImE 

i i D c p a ~ t e m e n  I < e u a n g ~ n ,  l ie lnentcr ian  
1 Negara /Lc~ i~baga  

I 

Klll'N ICHUSUS 
BANDA ACE14 

PERDENDAHARAAN 

v 
Supplier 

BANK 
INDONESIA 
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MEKANISME DAN PENCATATAN DANA HIBAH DALAM APBN 

I J 

Dit. PPHLN I 

Ditjen V 

I<PPN Khusus 
Bancla Ace11 

I'erbenciaI~araan 

1. Surat perinintaan agar BOTM menrrbitkan/~nembual Dcbet Adz)ice 
ciikiri~nkan kepada I(PPN Kl~usus Bancla Acch clan Dil-ektorat PPHLN. 

2. BOTM mel~yampaikan &bet Adzlice kepada KPPN Khusus Banda Ace11 
dan ~irektoi.at  PPHLN. 

3. KPPN Khusus Banda Ace11 ll~embuat SPM Pengesahan distelnpel dengan 
keterangan sesuai dengall Debct Adllic-e, ciikirim kepacla Bapel u l~ tuk  
pembukuan dan sebagai ~Iasar penerbitan SP2D Pengesahan. 

4. KPPN Khusus Bancia Ace11 menerbitkan SP2D Pengesahan untuk 
pembukuan out-in Rekening BUN Noll~or 501.000.~~~ 

BOTM 

LAMPIRAN 2 
P1;IZATURAN kl l iNTliKl KEUANGAN REI'UDLIK INDONESIA 
NOMOK 7111'hlK.O2l2005 'TENTANG PETUNIUK PEI-AKSANAAN 
PENYALURAN DAN PENGADXAN BARANGIIASA HIDAI-I 
PEMERINTAI1 IEPAh'G YANG BERSUMBEIZ DARl NON P1ZOIEC.I. 
TYPE GRANT AID 2004 UN'I'UK PROGRAM PERDAIKAN 
SERUSAUN YANG DISEBAUUN OI.EH BENCANA ALAI\.I 
GEMPA BUM1 DAN TSUNAMI Dl  PROVlNSl NANGGROE ACEII 
DARUSSALAkl DAN PROVlNSl SUMATERA UTARA 
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l.:\\II'lRA\ 3 
l'ER,lT[ ll<;lY M I 3  l'l:l<l KEL'.\NG,lS l<El'\.!IjLlK IS!)~.~)9[:~1:\ 
NOh4Ol< 7 I /IJMK O?!ZOO TIINK.4Ni; I'IrII !YJ(O< 1'1-L.:\KS:\S:\..\ > 
1'1-.NY.4I.I.:R:\U I l A h  PIIXC;ADAAN RAl<!\h'G;J:\St\ I-lllj.'ii 
PI1MliKlX'l',\ll JI:l'hNG Y A W  l'3EKSllhlUEI< 0.4KI NOS PI<OJl:.(.I 
TYI'I: <;l<hNT ,\I[) 2004 UN'TCK PKOtiH?\M Plil<l3AIK:lS 
,KEKUSAKAN YANG DISEBABKAN OLEH BENCANA ALAM 
GEMPA BUM1 DAN TSUNAMI Dl PROVINSI NANGGROE ACEH 
DARUSSALAM DAN PROVINSI SUMATEKA UTARA 

MEI<ANISME D A N  PENCATATAN D A N A  HIBAH D A L A M  APBN 
U N T U K  PROCLIREMENT SERVICE FEE 

1 CONSULTATIVE COMMI'I-TB -u 1 I T T P C  

Bapel 1 
4 

Ke terangan: - 

1. Hasil Te11clt.r. 
2. Penanda tanga~~ai~  Plircllnse C o ~ ~ t r n c t .  
3. Permintaan Tagihan clengan dilampiri Ci~rtificnlc of Eliglblc Procrtrclrrent, 

tembusan kc KPPN Khusus Banda Aceh. 
3. 1/2/itl~dmrnofll App2icntion 
5. Transfer Rekening Nomor 3088688 ke Rekcl~ing JICS 
6. Debel Arl7~1ccl 
7.  SPM Pengesahan 
8 SP2D Pengcsahan (Out-In) 

b 
KPPN Khusus 

Banda Ace11 


